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ABSTRAK  

Nama   : Irwandi  

Fakultas/Prodi  : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam 
Judul                           : Perspektif  Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi  
                                      Administratif Pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh 

Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan 
Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan 
Dan Mall 

                                    Kantong Plastik 
Saat ini penggunaan kantong plastik secara berlebihan dalam transaksi jual 
beli di Supermarket dan Swalayan yang ada Kota Banda Aceh telah membawa 
dampak terhadap pencemaran lingkungan. Oleh karena itu pemerintah 
melakukan pembatasan dengan memberikan sanksi bagi Supermarket atau 
Swalayan melalui  Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 
Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan 
dan Mall. Rumusan masalah dalam penelitian bagaimana sanksi administratif 
pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall 
dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi administratif 
pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan undang-
undang dengan jenis metode hukum normatif empiris. Pengumpulan data 
dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa sanksi administratif yang terdapat pada Peraturan Wali 
Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan 
Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall yaitu beberapa teguran 
lisan, teguran tertulis sebanyak tiga kali, penghentian sementara kegiatan 
secara paksa, dan pencabutan izin usaha oleh pemerintah Kota Banda Aceh. 
Perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi administratif pada Peraturan 
Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan 
Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall Masuk pada 
hukuman �W�D�¶�]�L�U yaitu hukuman yang diberikan oleh ulil amri atau 
penguasa/pemerintah dengan jenis hukuman uqubat berupa hukuman yang 
dikenakan kepada kemerdekaan pelaku untuk berusaha seperti mencabut izin 
dan menutup usaha tersebut. 

NIM   : 170104040 

Tebal Skripsi             : 60 Halaman 
Pembimbing I             : Dr.Badrul Munir,Lc.,MA 
Pembimbung II.          : Aulil Amri,MH 
Kata Kunci                  : Hukum Pidana Islam, Sanksi Administratif,Penggunaan  
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TRANSLITERASI 

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 

ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan 

kata Arab adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan 

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 
 ṭ ط 61

t dengan titik di 

bawahnya 

 B ب 2
 

 ẓ ظ 61
z dengan titik di 

bawahnya 

  „ ع T  61 ت 3

 Ś ث 4
s dengan titik di 

atasnya 
 Gh غ 61

 

  F ف J  02 ج 5

 ḥ ح 6
h dengan titik di 

bawahnya 
 Q ق 06

 

  K ك Kh  00 خ 7

  L ل D  02 د 8

 Ż ذ 9
z dengan titik di 

atasnya 
 M م 02

 

  N ن R  02 ر 10

  W و Z  01 ز 11

  H ه S  01 س 12

  ‟ ء Sy  01 ش 13

 Ş ص 14
s dengan titik di 

bawahnya 
 Y ي 01

 



 

 

  ix 

 

 ḍ ض 15
d dengan titik di 

bawahnya 
   

 

 

2. Konsonan 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabunganantara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

َ   ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ    و  Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

 

 haula =                                  هول ,kaifa =كيف

 



 

 

  x 

 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

 Fatḥah dan alifatau ya Ā ا  /ي

 Kasrah dan ya Ī ي  

 Dammah danwau Ū و  

 

Contoh: 

 qāla =ق ال  

م ي  ramā =ر 

 qīla =ق يْل   

 yaqūlu =ي قوْل  

 

4. Ta Marbutah  (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrahdan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah ( ة) mati 

Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya 

adalah h. 
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c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikutioleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah 

maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikandengan h. 

Contoh: 

: rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 

:al-Madīnah al-Munawwarah/ 

al-Madīnatul Munawwarah 

  : Ṭalḥah 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 

tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU  

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

 Permasalah sampah masih terus dibahas secara nasional karena di 

kota-kota besar di Indonesia sampah masih menjadi tugas yang tidak tidak 

ada habisnya. Sampah adalah sebutan dari sisa produk yang tidak digunakan 

berupa materi padat, cair, atau gas. Bila sampah masuk ke dalam lingkungan 

yakni air, udara, dan tanah maka kualitas lingkungan akan menurun. Hal 

inilah yang sebut dengan pencemaran lingkungan.
1

 Agama Islam juga 

mengatur tentang aspek-aspek kehidupan yang ada di muka bumi dalam hal 

bagaimana manusia menjaga kebersihan lingkungan. Di dalam Al-Qur‟an 

dan Al-Sunnah dijelaskan tentang bagaimana Islam memperhatikan masalah 

kesehatan dan kebersihan lingkungan, ini menunjukan bahwa anjuran-

anjuran untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan bukan hal 

yang baru dalam Islam. Kebersihan dan kesehatan didefenisikan Ahmad 

syauqi Al-fanjari sebagai kegiatan menciptakan lingkungan yang sehat dan 

terhindar dari penyakit dengan menjaga kebersihan lingkungan.
2
 

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, kebersihan merupakan salah satu 

unsur penting. Islam menganggap kebersihan tergolong dalam suatu system 

ibadah dan peradaban. Oleh sebab itu, kebersihan menjadi bagian dalam 

kehidupan sehari-hari bagi umat muslim, salah satu contohnya yaitu dalam 

shalat, seseorang muslim melaksanakan shalat dalam keadaan berhadas dan 

ditempat yang kotor maka shalat nya tidak sah. Oleh karena itu setiap 

                                                           
1
 Purnama Rizki, Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan keindahan 

Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 

2020), hlm. 1 
2
 Ahmad Syauqi Al-Fanjari, Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam (Jakarta: BUMI 

Aksara, 2006). hlm. 9. 

 



2 

 

 

 

tindakan pelanggaran yang dilakukan mengganggu ketentraman dan 

kedamaian masyarakat akan dianggap kejahatan oleh Allah SWT.
3
 

Di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh pengelolaan sampah 

termasuk sampah sudah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 

Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 1 disebutkan bahwa 

“Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam 

yang berbentuk padat”. Pasal 8 Ayat 1 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 

Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pembatasan 

timbulan sampah dilakukan melalui (a) pembatasan penggunaan kantong 

plastik di supermarket, swalayan, mall, toko dan dari sumber sampah 

lainnya dan (b) pembatasan timbulan sampah kertas di perkantoran baik 

kantor pemerintah maupun swasta. Bahkan Pasal 8 Ayat (2) menegaskan 

bahwa Supermarket, swalayan, mall, toko, dan tempat usaha lainnya yang 

memberikan kantong plastik kepada konsumen wajib menggunakan kantong 

plastik yang ramah lingkungan. Jika pembatasan penggunaan sampah 

termasuk kantong plastik ini juga dikenakan sanksi, sebagai mana tertuang 

dalam Pasal 40 Ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 

Tentang Pengelolaan Sampah yakni diancam dengan pidana kurungan atau 

denda. Pasal 38 ayat 1 tentang Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian 

berbunyi (c) mengawasi kegiatan rutin pengelolaan sampah yang dilakukan 

Pemerintah Kota baik dalam penggunaan tenaga kerja maupun peralatan, (d) 

mengawasi tindakan-tindakan/perilaku masyarakat dan dunia usaha yang 

tidak taat pada aturan tentang pengelolaan sampah.
4
 

                                                           
3
 Abdurrahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2007), hlm. 12. 
4
 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah 
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Terkait sanksi pidana disebutkan pada Pasal 40 ayat (1) Qanun Kota 

Banda Aceh No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan 

bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diancam dengan pidana kurungan 

atau denda. Lebih lanjut pada Pasal (2) disebutkan bahwa pidana kurungan 

atau denda membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia 

diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 

maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Membuang 

sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya dan mendatangkan 

sampah dari luar kota tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling 

lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah). Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan 

teknis pengelolaan sampah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah). Mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau 

sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari 

sumbernya hingga ke TPA diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah); dan memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak 

ramah lingkungan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 

bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). 

Jika pembatasan penggunaan sampah termasuk kantong plastik ini 

juga dikenakan sanksi, sebagai mana tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) 

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan 
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Sampah yakni diancam dengan pidana kurungan atau denda.
5
 Tidak hanya 

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan 

Sampah yang ditetapkan pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberikan 

sanksi pidana kepada pelaku, namun dalam hal pembatasan penggunaan 

kantong plastik juga ditetapkan ketentuan sanksi yaitu Peraturan Walikota 

Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan 

Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall. Perwal ini merupakan 

peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a 

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

Sampah, pembatasan timbunan sampah salah satunya dilakukan melalui 

pembatasan penggunaan kantong plastik di Supermarket, Swalayan, Mall, 

Toko dan dari sumber sampah lainnya.
6
 Tujuan dari ditetapkannya Perwal 

ini adalah untuk membatasi penggunaan kantong plastik dan mengendalikan 

timbulan sampah plastik di Banda Aceh serta untuk mencegah kerusakan 

lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat 

bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah.   

Pembatasan penggunaan kantong plastik yang dimaksudkan oleh 

Perwal ini sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan 

dengan cara tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah 

lingkungan, menyediakan kantong plastik atau kantong belanja ramah 

lingkungan, menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dan 

melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam 

sepekan. Hal ini wajib dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan 

Pasal 8 ayat (1) serta apabila pelaku usaha tidak menjalankan ketentuan 

                                                           
5
 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah 

6
 Lihat Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Qanun Kota Banda Aceh 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah  
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yang telah diatur dalam Perwal ini maka akan diberikan sanksi administratif 

berupa teguran, lisan, tertulis, penghentian sementara kegiatan dan 

pencabutan sementara izin.  

Dengan berbagai permasalah pelanggaran hukum di atas terkait 

penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 

tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan 

dan Mall, maka peneliti ingin menulis proposal skripsi dengan judul 

“Persepektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Administratif Pada 

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan 

Mall”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda 

Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan 

Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall? 

2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi 

administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di 

Supermarket, Swalayan dan Mall? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota 

Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan 

Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall. 

2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi 

administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di 

Supermarket, Swalayan dan Mall? 

 

D.  Kajian Pustaka  

Kajian terdahulu sangat penting karena akan menjadi acuan bagi 

peneliti untuk memperkaya teori dan pengetahuan, menjadi bahan evaluasi 

agar menciptakan penelitian baru yang lebih up to date dan akurat. adapun 

penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti adalah:  

Jurnal yang ditulis oleh Purwowibowo, Syech Hariyono dan Djoko 

Wahyudi tahun 2017 dengan judul “Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis 

Lingkungan (Community Social Work Based On Environmental)”.
7
 Jurnal 

ini membahas tentang pentingnya faktor lingkungan dalam mendukung 

Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial. Praktik kesejahteraan sosial masih 

menggunakan pendekatan case work, group work, community organization 

dan community development. Sekarang telah disadari oleh para pakar 

kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial bahwa masalah kesejahteraan 

sosial juga berasal dari degradasi lingkungan. Metode intervensi ini berbasis 

lingkungan, sehingga dalam mengatasi masalah sosial, pekerja sosial bisa 

melakukan pembelaan terhadap korban kerusakan lingkungan dan mampu 

                                                           
7

Purwowibowo, dkk,  Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan 

(Community Social Work Based On Environmental)”, 118 Share: Social Work Jurnal, 

Volume: 7, http:// journal.unpad.ac.id/share/article/view/13810, di akses pada 5 Maret 2022  
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berperan aktif dalam memberikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

unsur lingkungan sebagai usaha mencapai kesejahteraan masyarakat, 

Persoalan atau isu mengenai perubahan iklim sangat bermanfaat bagi ahli 

kesejahteraan sosial dan pekerja sosial untuk melakukan intervensinya. 

Perannya sangat penting terutama di dalam mengurangi emisi karbon, 

mendorong masyarakat untuk menggunakan energi bersih dan melindungi 

masyarakat dari dampak negatif perubahan iklim dengan menguatkan 

induvidu dan komunitas serta membantu masyarakat mendapatkan energi 

yang berbasis teknologi ramah lingkungan. Perannya menjadi terdepan di 

dalam menginisiasi penggunaan energi yang efisien yang dapat mengurangi 

sumbangannya terhadap timbulnya perubahan iklim. maka pekerja sosial 

yang berbasis lingkungan ini disebut sebagai „Green social worker” 

Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Alvionita Rizqi Aulia, alumnus 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Kesadaran 

Lingkungan terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mengurangi Sampah 

Plastik di Kelurahan Pondok Labu”
8
. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran lingkungan 

terhadap perilaku masyarakat dalam mengurangi sampah plastik. Adapun 

yang menjadi perbedaan dengan penulisan penulis adalah dari segi peratuan 

yang digunakan, lokasi penelitian dan penulis membahas tentang 

pembatasan penggunaan kantong plastik. 

                                                           
8
 Alvionita Rizqi Aulia “Pengaruh Kesadaran Lingkungan terhadap Perilaku 

Masyarakat dalam Mengurangi Sampah Plastik di Kelurahan Pondok Labu” , Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 

2019, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47292, di akses pada 5 Maret 

2022 
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Penelitian jurnal dengan judul “Pengaruh Green Marketing 

Kebijakan Kantong Plastik Berayar terhadap Green Behaviour Masyarakat 

Kota Bogor” oleh Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika, Fakultas 

Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia, pada 

tahun 2017
9

. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor green 

marketing yang memiliki pengaruh paling besar adalah Know your 

customer, artinya dalam pembuatan kebijakan pemerintah harus benar-benar 

mengetahui sampai dimana tingkat kepedulian masyarakat terhadap 

lingkungan, hasil tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi pengetahuan 

pemerintah mengenai kondisi konsumen maka kebijakan yang diterapkan 

dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat dalam hal penggunaan 

kantong belanja plastik akan semakin meningkatkan green behavior. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian 

yang dirancang Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika ini berfokus pada 

kebijakan kantong plastik berbayar bukan pada kebijakan terbaru Peraturan 

Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong 

belanja ramah lingkungan seperti yang akan peneliti teliti, sedangkan 

peneliti membahas Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 

2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, 

Swalayan dan Mall. 

Penelitian yang ditulis oleh Bahagia, dkk pada tahun 2019 alumnus 

Universitas Serambi Mekkah, program studi Teknik Lingkungan, Fakultas 

Teknik, yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik 

                                                           
9

 Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika, Pengaruh Green Marketing 

Kebijakan Kantong Plastik Berayar terhadap Green Behaviour Masyarakat Kota Bogor” 

Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol.2, No.1, Februari 2017, https://media.neliti.com/ 

media/ publications/ 259326-pengaruh-green-marketing-kebijakan-kanto-cf7524cf.pdf, di 

akses pada 5 Maret 2022 
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Berbayar di Ritel Modern, Banda Aceh”
10

. Penelitian ini membahas tentang 

analisis implementasi kebijakan dengan analisis SWOT. Strategi internal 

memiliki kekuatan paling tinggi (3,39) yaitu mengurangi penggunaan 

kantong plastik di lingkungan. Namun pada sisi kelemahan paling tinggi 

(2,88) yaitu diterapkan hanya pada toko ritel dan tidak menyeluruh. Pada 

strategi eksternal dengan nilai peluang paling tinggi (3,51) yaitu memberi 

kesempatan kepada produsen dalam usaha kerajinan tas ramah lingkungan. 

Sedangkan untuk nilai hambatan paling tinggi (1,76) yaitu kurangnya 

sosialisasi dari pegawai kasir kepada konsumen mengenai kebijakan 

kantong plastik berbayar. Adapun yang menjadi perbedaan dengan 

penulisan penulis adalah dari segi peratuan yang digunakan, lokasi 

penelitian dan penulis membahas tentang pembatasan penggunaan kantong 

plastik. 

 

E. Penjelasan Istilah 

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka 

penting diberikan penjelasan terkait istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Peraturan Wali Kota 

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan disebutkan bahwa peraturan daerah, 

kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama 

kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam 

Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 

                                                           
10

 Bahagia, dkk, Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di 

Ritel Modern, Banda Aceh, jurnal Serambi Engineering, Volume IV, No.2, Juli 2019, 

http://ojs.serambi mekkah.ac.id/jse/article/view/1333, di akses pada 5 Maret 2022 



10 

 

 

 

Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal 

dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua dikenal istilah 

Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Selanjutnya 

pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 

1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama 

Bupati/Wali kota. 

2. Penggunaan Kantong Plastik  

Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau 

mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic 

synthetic polymeric atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa 

pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkat 

dan/atau mengangkut barang. Pengguna kantong plastik adalah setiap 

orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau 

membawa barang. 

 

3. Swalayan 

Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual 

berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, 

departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk 

perkulakan.
11

  

 

                                                           
11

 Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Pengmabangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 

Pasal 1 ayat (3) 
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4. Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh 

Syara‟ dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, 

atau ta’zir. Syara‟ adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana 

apabila dilarang oleh Syara‟. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-

Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh 

Syara‟ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.
12

 

 

F. Metode Penelitian 

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu 

memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode 

penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan 

yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. 

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian 

hukum empiris.
13

 Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi 

menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau 

empiris.
14

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengen jenis 

penelitian normatif. 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis yaitu 

pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 

                                                           
12

 Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, 

(Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), hlm. 2. 
13

 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 

2015), hlm 51. 
14

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2003), hlm 42-43. 
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menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan.
15

 Pendekatan undang-undang (status approach) yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.
16

 

2. Jenis Penelitian 

 Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif (normative law research) yaitu menggunakan 

studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya 

mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum 

yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian 

jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin 

hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, 

taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
17

 

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum.
18

 Penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder.
19

 

 Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan 

hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum 

                                                           
15

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 

hlm. 75. 
16

  Peter Mahmud Muzaki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93. 
17

  Abdulkadir, Hukum dan Penelitian, Cet 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 

hlm, 52  
18

 Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 41. 
19

  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: 

Raja. Grafindo Persada, 2016), hlm. 52. 
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tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.
20

 Pemilihan jenis hukum normatif karena penelitian ini ingin 

menjelaskan perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi administratif 

yang dimuat dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 

2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, 

Swalayan dan Mall di Kota Banda Aceh.  

Jenis penelitian ini mencakup penelitian lapangan (Field Research) 

dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan ialah 

penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.
21

 

Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta 

yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan 

berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat 

penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan cara 

mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, 

qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang 

berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang 

akurat dan jelas. 

 

3. Sumber data 

Adapun bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum 

primer dan data sekunder. 

1. Bahan hukum primer adalah data pokok yang diperlukan dalam 

penelitian, diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari 

lokasi yang objeknya penelitian, atau keseluruhan dan data hasil 

                                                           
20

 Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, (Medan: 2009), hlm. 19. 

               
21

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, ...., hlm. 143  
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penelitian yang diperoleh di lapangan. Menurut Suharsini Arikunto 

bahan hukum primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak 

pertama, biasanya dapat melalui wawancara, dan lain-lain.
22

 Dengan 

kata lain merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslinya. Data perimer dalam penelitian ini antara lain 

diperoleh dari hasil wawancara dan Peraturan Wali Kota Banda 

Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan 

Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall. 

2. Bahan hukum sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang 

diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. 

Menurut Sugiyono Sumber sekunder adalah sumber data yang 

diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami 

melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta 

dokumen.
23

 Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber 

lain seperti Buku-buku, yang berkaitan dengan judul skripsi dan 

informasi yang berhubungan dengan internet.  

 

4.  Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

 

a. Wawancara 

 Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara 

lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat 

                                                           
22

 Tim Penyusun, Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia: Vol. 

VIII, No.2, Summer 2016, hlm. 23. 
23

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum…, hlm. 23  
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pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari 

informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.
24

 

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
25

 Wawancara 

dalam penelitian ini ialah wawancara terbuka dan mendalam yaitu 

wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan 

pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap 

informan. Dalam wawancara terbuka ini peneliti akan melakukan 

pertanyaan secara langsung dan bebas kepada peneliti dan informan 

bebas untuk menjawab. 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak 

pimpinan DLHK Kota Banda Aceh, Kasi pengelolaan sampah DLHK 

dan masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis 

terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar 

hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam 

suara berupa recorder. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 

menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-

buku, karya ilmiah berupa jurnal dan skripsi, ensiklopedia, internet dan 

sumber-sumber lain yang berhubungan dengan kajian hukum pidana 

Islam tentang sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda 

Aceh Nomor 111 tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong 

                                                           
24

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajahmada 

Press, 2007), hlm. 118 
25

 Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 

2005), hlm. 29-30 
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Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall di kota Banda Aceh oleh 

pemerintah Kota Banda Aceh. 

 

5. Analisa data 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya 

penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan 

menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil 

menyimpulkan kebanaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab 

persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode 

analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif 

kualitatif. Analisi data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang 

dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan 

data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara 

keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Berdasarkan keterangan 

di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari 

berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan. 

Analisis data dekriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan 

terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data 

menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan 

data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. 

a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi baik yang besifat primer maupu data sekunder. 

b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum 

semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data 


